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ABSTRAKSI

Utang negara dalam pengertian gardh adalah tradisi yang populer di era
modern. Sejarah utang negara modern melekat bersama berdirinya Bank of
England yang dianggap sebagai cikal bakal bank modem pertama. Bank tersebut
pertama kali didirikan dengan maksud untuk memberikan utang pada kerajaan
Inggris. Saat ini, tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki utang.
Umat Islam melihat fenomena utang negara ini secara beragam. Di antara mereka
menganggap utang negara sebagai utang seluruh masyarakat, sebagaimana banyak
disampaikan banyak penceramah. Hal ini juga didukung oleh istilah-istilah
akademik yang memberi kesan status utang bersama, seperti utang publik dan
utang nasional. Kadang juga sebaliknya, memberikan kesan utang pemegang
kekuasaan dengan istilah wutang pemerintah. Bagi umat Islam,
pertanggungjawaban utang berlaku hingga akhirat. Oleh sebab itn, skripsi ini
hendak meneliti pertanggungjawaban utang negara perpektif hukum Islam.

Rumusan masalah yang dibuat dalam sktipsi ini adalah mempertanyakan
keabsahan utang negara dan pihak penanggungjawabnya. Jenis penelitian yang
penulis gunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan
analisis yuridis utang negara perspektif hukum Islam. Data yang diperlukan dalam
penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang berasal dari Al-Quran,
hadits, kitab-kitab fikih, buku-buku tentang utang negara, undang-undang,
makalah, booklet, wawancara, dan internet. Data-data yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah data-data kualitatif dan dianalisis melalui analisi isi (content
analysis).

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa utang yang dilakukan oleh
keuwangan negara adalah sah. Sebab, keuangan negara dipandang memiliki
identitas (syakhsiyyah) yang disebut dengan identitas hukum (syakhsiyyah
hukmiyyah). Tindakan kepala pemerintahan atau bendahara negara yang diberikan
kuasa untuk berhutang atas nama negara adalah juga sah. Tindakan keduanya
dipandang sebagai tindakan washiy (pelaksana amanat) dan wakil washiy (wakil
pelaksana amanat) atas keuangan negara. Dengan demikian, maka utang negara
adalah tanggungan keuangan negara sehingga menjadi tanggungjawabnya.
Pengembaliannya diambilkan dari kas negara. Kepala pemerintahan sebagai
washiy (pelaksana amanat) berkewajiban membayar utang tersebut dari kas negara
tersebut. Jika pengembalian tersebut belum lunas, maka kewajiban tersebut tetap
- berlaku pada kepala pemerintahan sesudahnya. Sebab, syakhshiyyah hukmiyyah
(identitas hukum) keuangan negara tidak mati dengan bergantinya kepala
pemerintahan. Dengan kedudukan syakhshiyyah hukmiyyah yang terpisah dari
manusia yang mengelolanya tersebut, maka keuangan negara juga hanya bisa
dituntut secara perdata dan tidak bisa dipidanakan.

Kata kunci: rukun utang, syarat utang, tanggungan (), keuangan negara,
washiy, syakhshiyyah hukmiyyah (identitas hukum). .

ix
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya dunia perbankan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah utang
negara. Menurut catatan sejarah, bank yang pertama didirikan adalah Bank of
England pada tahun 1694. Bank ini didirikan secara khusus untuk
memberikan pinjaman kepada pemerintahan Raja William di tahun pertama
naik tahta dengan syarat-syarat yang berat'. Sejarah ini juga menggambarkan
bahwa customer pertama dunia perbankan modern adalah “negara” dengan
jenis akad utang. Setelah itu, bank tersebut mendapat keuntungan besar dan
membuatnya berkembang pesat.

Di era sekarang, konsep utang negara sudah mapan dan menjadi bagian
dari sistem negara. Utang negara memiliki pengertian khusus dalam
perundang-undangan sebagai salah satu sumber pembiayaan anggaran negara
yang mengalami defisit.? Di Indonesia, utang negara juga dikelola secara
khusus oleh sebuah direktorat jenderal (dirjen) dalam kementrian keuangan
dengan nama “Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang”. Dirjen ini
membawahi beberapa direktorat yang tugasnya berhubungan dengan sumber
utang yang hendak digali. Misalnya, Dircktorat Surat Utang Negara (SUN)
sebab berkaitan dengan sumber utang yang berasal dari SUN.

Latif Adam, seorang Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa semua negara di dunia
memiliki utang, bahkan Negara Saudi Arabia yang dikenal kaya minyak

sekalipun mengeluarkan sukuk.’ Sedangkan negara-negara maju seperti

! Richard Hildreth, The History of Banks, (New York: Augustus M. Kelley Publisher,
1971}, h. 11 ’ ..

? Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, Mengenal surat Utang Negara, Booklet tanpa tanggal.

*  http://finance.detik com/rend/2012/12/18/164215/2121634/4/lipi-tak-ada-negara-bebas-
utang-termasuk-raja-minvak-arab-saudi. Diakses 25 Maret 2013.

~




R

Amerika, Australia, Jerman, Italia, Perancis, Hongkong justru termasuk
dalam 10 besar negara pengutang terbesar pada tahun 2011.*

Kapan utang negara pertama kalinya dikenal, penulis belum
menemukan data yang pasti. Akan tetapi, perkembangannya menjadi sistem
yang mapan dapat kita saksikan pada sejumlah faktor. Pertama: berdiri dan
berkembangnya bank dunia sebagai institusi pemberi utang untuk
pembangunan fasilitas. Kedua: berdii dan berkembangnya IMF
(International Monetary Fund) pada tahun 1945° sebagai pemberi pinjaman
finansial. Ketiga: terbentuknya istilah negara “donor” dari negara maju yang
memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang (tidak/belum
maju). Keempat: berkembangnya ilmu ekonomi di kampus-kampus yang
memperkenalkan sistem pinjaman negara. Kelima: adanya undang-undang
modern yang mengatur sistem pinjaman negara. Misalnya UU RI no. 24
tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Dalam membiayai APBN-nya, pemerintah Indonesia masth
mengandalkan utang. Pemerintah Indonesia berpendapat tentang perlunya
menutup kebutuhan belanja melalui utang, baik dari dalam maupun luvar
negeri. Tentunya, dengan akumulasi utang masa lalu yang juga masih harus
dilunasi pemerintah. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh World Bank tahun
2012, Indonesia masuk dalam sepuluh negara berkembang yang memiliki
utang terbanyak.®

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia mengatur utang-utangnya
tersebut melalui tiga cara, yaitu utang bilateral, utang multilateral, dan surat
utang negara (SUN). Utang bilateral adalah perjanjian utang (Joan agreement)
dengan sebuah negara tertentu. Utang multilateral adalah perjanjian utang

Diakses 25 Maret 2013.

5 J. Keith Horsefield, The International Monetary Fund: Twenty Years of Internatioanal
Monetary Cooperation, (Washington DC: The International Monetary Fund, 1981), cet. 3, h. 185

6 htip://finance.detik. com/read/2012/12/27/172828/2128193/4/ri-masuk-1 0-negara-
pengutang-terbesar-agus-marto-itu-tidak-apa-apa. Diakses pada tanggal 25 Maret 2013.



(loan agreement) dengan sekelompok negara pemberi pinjaman (konsorsium
negara donor). Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berhargz_i
yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta
asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN dikeluarkan oleh direktorat
surat utang negara kementrian keuangan republik Indonesia.” Dalam situasi
semua negara selalu “perfu” utang baru dan “ditagih” utang lama, sebenarnya
tidak ada satu negara pun yang benar-benar mampu memberikan pinjaman,
kecuali terbatas saja. Hanya lembaga keuangan internasional (world bank
atau IMF) yang mungkin melakukannya.

Pada tahun 2013, pemerintah dan DPR telah menyetujui bahwa defisit
anggaran terhadap PDB untuk 2013 sebesar 1.65% dengan rata-rata dalam
enam tahun terakhir hanya 1.2%. Dengan demikian, pada RAPBN 2013, rasio
utang terhadap PDB diperkirakan hanya sebesar 1.62%. Sementara itu,
peningkatan nominal utang negara dari 1.809 trilyun di tahun 2011 menjadi
1.976 trilyun di tahun 2012 dengan porsi pinjaman menurun dari 37%
menjadi 32%.%

Sekretariat kabinet Republik Indonesia juga melansir grafik bahwa
secara nominal memang jumiah total utang meningkat dalam 9 tahun terakhir.
Namun dalam proporsi terhadap produk domestik bruto (PDB) turun bertahap
dari 56.6% pada tahun 2004 menjadi 23.1% pada 2012. Menurut mereka,
keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan
pembayaran utang yang semakin besar dan resio'utang terhadap PDB sudah

masuk pada zona aman.’

7 Lihat, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2002 tentang surat
utang negara, www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2012.

3 Prof. Firmanzah PhD - Staff Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan,

“Pemanfaatan Utang Negara”, hitp://setkab.go.id/en/artikel-6115-html, Diakses pada tanggal 8
oktober 2012.

® Prof. Firmanzah PhD - Staff Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan,
“Pemanfaatan Utang Negara”, Senin, 22 Oktober 2012. *. http:/setkab.go.id/en/artikel-6115-
-html. Diakses pada tanggal 8 oktober 2012,
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Namun demikian, di balik peningkatan makro ekonomi tersebut,
keseimbangan primer menurun dan nilai belanja lebih besar dibanding
penerimaan. Arif Budimanta, Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat menjelaskan gejala ini ditunjukkan oleh turunnya kekuatan APBN
dalam melakukan kembali pembayaran utang. Keseimbangan primer turun
dari surplus Rp 50,791 triliun pada 2005 menjadi Rp 300 miliar pada 2011.
Diperkirakan keseimbangan primer bakal minus Rp 72,3 triliun dan minus Rp
36,9 triliun pada 2013.'°

Persoalan utang piutang dalam perspektif Islam bukan hanya persoalan
duniawi semata. Akan tetapi, utang adalah persoalan wukhrawi yang
menyangkut tanggungjawab di akhirat. Seorang yang berhutang pada pihak
lain akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Pada saat
hidup, dia berkewajiban membayar utangnnya. Berikutnya, apabila dia
meninggal dunia dan utangnya belum dibayar, maka dia juga harus
bertanggungjawab di akhirat.

Banyak dijumpai penjelasan dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa
utang adalah tanggungjawab akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa
syarat sescorang masuk surga adalah terbebas ‘dari utang. Hal tersebut ada

' Arif Budimanta, Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, “Indonesia
Makin Tak mampu Bayar Utang Luar Negeri”, www.tempo.com. Selasa, 11 September 2012,
Diakses pada tanggal 8 oktober 2012.



dalam riwayat Imam Turmudzi, Ibn Majah'', dan Imam Ahmad'%. Riwayat
dalam Sahih Imam Turmudzi adalah sebagai berikut:
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“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang roh dari jasadnya terpisah

dan dia terbebas dari tiga hal: takabur, khianat, dan tanggungan utang,
maka akan masuk surga.” (HR. Turmudzi)
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Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa jiwa seorang muslim tertahan
untuk masuk surga sehingga utangnya dibayar. Hadis tersebut disebutkan
dalam riwayat Imam at-Turmudzi dan Ibn Majah. Dalam riwayat at-
Turmudzi, hadis tersebut adalah sebagai berikut:
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“Rasulullah SAW bersabda: Jiwa seorang mukmin bergantung pada
utangnya sehingga utang tersebut dilunasi.” (HR. Ibn Majah) ,

Lebih jelas lagi Rasulullah menjelaskan bahwa utang yang belum di
bayar di dunia, maka akan dibayar di akhirat dengan amal kebaikannya saat di

!! Mohammad Ibn Yazid Abdl ‘Abdullah al-Qazwaini, Sunan Ibn Méjah, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), vol. 2, h. 806, hadis ke-2412 .

2 Ahmad Ibn Hanbal Abi ‘Abdillah as-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal,
(Kairo: Muassasatu Qurtubah, t.th), vol. 5, h. 277, hadls ke-22444

3 Mohammad Ibn Isa Ibn Stirah Ibn Miisa ibn Dhah_l_lak at-Turmudzi Abi ‘Isa, al-Jam!’
ash-Shahih Sunan at-Turmudzi, (Beirut: Dér Thyd® at-Turats al-*Arabi, t.th), vol. 4, h. 138, hadis
ke-1573.

* Mohammad Ibn Yazid Abii ‘Abdullah al-Qazwaini, Sunan Ibn Mdjah, vol. 2, h. 806,
hadis ke-2413



dunia. Dalam sebuah hadis dari riwayat Ibn Majah disebutkan sebagai

berikut:
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“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan
menanggung utang satu Dinar atau satu Dirham, maka dibayarilah (dengan
diambilkan) dari kebaikannya, karena di sana tidak ada lagi Dinar dan tidak
(pula) Dirham.” (HR. Ibn Méijah)

Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam memandang utang
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bukan semata-mata sebagai urusan duniawi. Akan tetapi, utang adalah urusan
besar di akhirat nanti. Hal tersebut berlaku dan sudah dimaklumi secara
umum seluruh umat Islam di dunia. Semua jenis utang, baik yang berupa
utang individu atau utang perserikatan kepada pihak tertentu berlaku
ketentuan tersebut. Apabila sebuah perserikatan yang berhutang, maka setiap
individunya berkewajiban untuk membayar utang tersebut. Beban tersebut
akan dibebankan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, jika
utang negara masuk dalam klasifikasi utang bersama, maka utang negara
adalah masalah serius bagi setiap muslim.
Utang negara adalah utang yang diajukan oleh pemerintah atas nama
suatu negara kepada pihak pemberi utang (pendonor). Pihak pemberi utang
- bisa negara lain sebagai utang antar negara (bilateral); atau konsorsium
negara-negara donor sebagai utang multilateral; ataupun pihak swasta.
Sebagai negara yang menganut sistem “daulat rakyat” (kekuasaan di tangan
rakyat), negara Indonesia menyerupai sebuah perserikatan besar, Negara
dipandang sebagai kesatuan teritorial milik bersama seluruh warga yang

tergabung di dalamnya dengan aset kekayaan bersama. Negara juga memiliki

' Mohammad Ibn Yazid Abt ‘Abdullah al-Qazwaini, Sunan Ion Mdjah, vol. 2, h. 207
hadis ke-2414



tata pemerintahan yang disahkan oleh penduduknya untuk menjaga teritorial,
melakukan pengelolaan kekayaan di dalamnya, dan melakukan kebijakan
yang berhubungan dengan tata kelola negara. Akibatnya, pengajuan utang
negara selalu menimbulkan persepsi utang bersama.

Dari sisi lain, utang negara juga menyebabkan rakyat mengalami
dampak langsung. Kenaikan pajak dan beberapa tarif fasilitas umum
digunakan untuk menutup utang. Oleh sebab itu, kita bisa dengan mudah
menjumpai perbincangan di tengah masyarakat yang menyebutkan setiap bayi
lahir memiliki tanggungan utang yang cukup besar. Hitungan yang
dikalkulasi dari jumlah besarnya utang dibagi jumlah penduduk yang ada di |
Indonesia. Obrolan di masyarakat ini bahkan didukung oleh istilah akademik
yang menyebut utang negara dengan istilah “utang publik” (public debt) dan
“utang nasional” (national debt).

Kesan tersebut semakin kuat apabila dilihat dari periodisasi
pengembalian utang biasanya melebihi masa pemerintahan pelaku utang. Bisa
Jadi, sebuah pemerintahan berhutang untuk sebuah utang yang diketahuinya
tidak bisa diselesaikannya pada masa pemerintahannya. Tindakan tersebut
memberikan kesan bahwa pembayaran utang bukanlah tanggungjawab pelaku
pembuat akad utang. Lalu, saat pembayaran utang negara dilanjutkan oleh
pemerintahan berikutnya, maka timbullah kesan pengalihan utang.

Lalu, apakah bisa utang negara ini dipandang sebagai utang bersama?
Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tidak semuanya tahu, tidak
semua terlibat, dan belum tentu mereka menyetujui utang tersebut. Jika utang
negara dimaknai sebagai utang perserikatan di mana setiap individunya
memiliki beban di dunia dan di akhirat, tentunya harus melibatkan seluruh
anggota perserikatan. Layaknya dalam proses membelanjakan harta
perserikatan, semua anggota perserikatan harus tahu dan menyetujinya.
Demikian kitab fikih Fath al-Mu'in memberikan syarat atas terlaksananya
utang perserikatan, '

16 Zainuddin ibn ‘Abd al-Aziz al-Malibary, Fathu! Mu’in, (Terjemah: Drs. H. Ali As’ad),

(Kudus: Menara Kudus, 1979), vol. 2, h. 158.



Secara akademik, penelusuran ini penting untuk kita lakukan sebab
beberapa hal. Pertama: Kitab-kitab fikih yang populer, secara sekilas nyaris
tidak ditemukan pembahasan khusus tentang utang negara. Kedua:
Kesamaran penanggungjawab utang negara dalam perspektif hukum Islam
sebagal utang bersama atau lainnya. Ketiga: Kesamaran kedudukan
pengalihan kewajiban utang negara kepada pemerintahan berikutnya sebagai

hiwdlah atau lainnya,

Secara sosial, pembahasan ini relevan dengan perkembangan terakhir
negara Indonesia yang dihadapkan pada persoalan utang negara. Pertama:
Hingga beberapa generasi ke depan diprediksikan seluruh rakyat Indonesia
akan menerima akibat dari utang negara melalui kenaikan pajak dan kenaikan
biaya fasilitas umum. Kedua: Jika utang negara yang nilainya tidak sedikit
tersebut bagian dari utang masyarakat Indonesia yang harus dipertanggung
jawabkan di akhirat kelak, tentu kita dihadapkan pada tantangan kehidupan
akhirat yang sulit,

Secara institusi, penulis berasal dari jurusan perbankan syariah. Utang
(al-qardh) adalah salah satu produk dari dunia perbankan syariah, Jika
kebanyakan pembahasan dalam utang terkait utang pribadi, maka utang
negara juga layak untuk dikaji sebagai bagian kajian perbankan. Dengan
demikian, penulis juga melihat pembahasan ini memiliki relevansi institusi di
mana penulis mengambil konsentrasi studi. Untuk itulah penulis bermaksud
membahas  permasalahan = ini  dalam - sebuah  judul  skripsi
“Pertanggungjawaban Utang Negara Perspektif Hukum Islam”.

. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan skripsi ini
dibatasi pada dua hal. Pertama: membahas pertanggungjawaban utang
negara, bukan pribadi. Kedua: menggunakan perspektif hukum Islam, bukan
perspektif lainnya.




Adapun rumusan dalam penelitian skripsi ini difokuskan pada
pertanyaan.
1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan akad utang negara dalam perspektif
hukum Islam?
2. Siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap utang negara dalam
perspektif hukum Islam?

. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui kedudukan dan keabsahan utang negara dalam sudut pandang
hukum Islam.

2. Mengetahui pihak yang bertanggungjawab atas utang negara perpektif
hukum Islam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar memberikan manfaat bagi
semua kalangan:

1. Manfaat institusional skripsi ini adalah sebagai salah satu pemenuhan
syarat kelulusan studi strata satu I[IQ Jakarta.

2. Manfaat akademik skripsi ini adalah untuk menambah khazanah
intelektual pada persoalan utang negara guna mendorong pola utang
negara yang sesuai hukum Islam.

3. Manfaat sosial skripsi ini adalah memberikan wawasan sudut pandang
hukum Islam dalam memandang utang negara guna menghilangkan

kegamangan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

. Studi Kepustakaan

Penulis menelusuri dan menemukan beberapa tulisan tentang
pertanggung jawaban dan penyelesaian.utang .sebagai berikut:
1. Skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Istri Terhadap Hutang Suami”
tulisan Neneng Maghfiroh, tahun 2003.
2. Skripsi “Penyelesaian Hutang si Mayit dalam perspektif Hukum Islam
dan Burgelijk Wetbook”, karya Wahyudin, tahun 2006.
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3. Skripsi "Penyelesaian Hutang Piutang Mayit dalam Perspektif Hukum
Islam  (Putusan  Pengadilan Agama  Jakarta Selatan no.
1167/PDT.6/2008/PAJS)”, karya Ahmad Subaj, tahun 2012.

4. Skripsi “Penyelesaian Perkara Hutang Harta Bersama di pengadilan
agama Jakarta Selatan: Analisis Putusan nomor 0807/PDT.
6/PAJS/2010”, karya Lukmanudin, tahun 2013.

Tulisan-tulisan  tersebut membahas pertanggungjawaban utang
perseorangan dan kelompok. Sepanjang penelusuran penulis tersebut, beluin
ada tulisan yang membahas pertanggungjawaban utang negara dalam sudut
hukum Islam. Hal ini menginspirasi penulis untuk mengisi ruang kosong
tersebut. Ruang itulah yang hendak penulis isi dengan karya tulis skripsi ini
sebagai sebuah karya ilmiah.

. Kerangka Teori/Konsep

Skripsi ini hendak mendeskripsikan pertanggungjawaban utang negara
menurut hukum Islam. Sebagai penelitian kualitatif, skripsi ini berangkat dari
sebuah hipotesa bahwa utang negara berkembang secara luas di masa-masa
sekarang. Tidak adanya bab-bab khusus dari kitab fikih klasik yang
membahas utang negara bisa menjadi tanda bagi utang negara sebagai bukan
hal yang populer pada masanya. Oleh sebab itu, pembahasan tentang utang
negara perlu diangf&at lebih rinci.

Pentingnya meneliti pertanggunéjawaban ini, sebab lazimnya utang
dipertanggungjawaban oleh manusia, bukan institusi. Oleh karena itu,
pembahasan skripsi ini dimulai dengan memperjelas pengertian dan
kedudukan utang negara. Pembahasan ini akan menelusuri istilah-istilah dan
definisi utang negara yang berkembang di dunia akademik dan perundang-
undangan. Penjelasan ini kita perlukan untuk memberikan gambaran awal
tentang utang negara yang kita pahami saat ini.

Penelusuran berikutnya adalah meneliti relasi presiden sebagai kepala
negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan anggaran negara. Uraian ini

diperlukan untuk mendapatkan data tentang penanggungjawab pengelolaan
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keuangan Negara dalam undang-undang saat ini. Uraian ini akan memperjelas
kedudukan utang negara sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara,

Penelusuran tersebut dilanjutkan dengan uraian sejarah perkembangan
utang negara pada masa modern. Penelitian ini kita perlukan untuk melihat
asal mula berkembangnya tradisi utang negara. Catatan-catatan yang kita
temukan di sini akan melengkapi data hipotesis kita bahwa utang negara
adalah tradisi populer di masa-masa sekarang,

Penelusuran dilanjutkan pada sejarah baitul mal dan kitab-kitab fikih.
Penelusuran ini diharapkan akan menyediakan data sejarah atau fatwa-fatwa
yang menunjukkan ada atau tidaknya sumber keuahgan. baitul mal yang
diperoleh melalui utang. Apabila kita memperoleh fatwa-fatwa tentang utang
negara, maka akan memungkinkan kita untuk langsung merujuk fatwa-fatwa
tersebut sebagai data untuk melakukan penilitian lebih lanjut.

Berikutnya, penelitian ini menyajikan pokok-pokok bahasan dalam
kajian yuridis Islam yang berhubungan dengan pertanggungjawaban utang.
Pokok-pokok bahasan ini adalah perangkat dan pijakan analisis untuk
melakukan giyas hukum atas pertanggungjawaban utang negara.

Berikut ini adalah pokok-pokok kajian yang penulis jadikan pijakan
yuridis dalam membahas kewajiban pertanggungjawaban utang, Pertama:
Akad utang dalam literatur Islam memiliki istilah-istilah atau bentuk akad
lain yaﬁ;g berdekatan. Penjelasan akan diperlukan agar tidak salah paham
dalam memahami istilah dan bentuk akad utang dalam hukum Islam.
Penjelasan tersebut diperjelas dengan uraian rukun dan syarat sah akad utang.

Kedua: Kewajiban membayar utang dalam hukum Islam adalah gat’i.
Lebih dari itu, Islam juga memiliki perspektif khusus tentang adanya tuntutan
akhirat atas utang yang belum di bayar di dunia. Dalil-dalil tentang hal itu
disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Pembahasan pada bab ini dimulai
dengan uraian tentang penyebab timbulnya kewajiban tersebut dalam logika
fikih. Pembahasan ini adalah landasan dalam membaca konsep
pertanggungjawaban utang dalam Islam.
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Ketiga: Tanggungan berkonsekuensi tanggungjawab. Harta yang berada
dalam tanggungan seseorang melekat dengan tanggungjawabnya. Demikian
juga harta utang melekat dengan tanggungjawab pemegang harta utang
tersebut untuk membayarnya. Oleh karena itu, seseorang tidak dituntut atas
sesuatu di luar tanggungannya. Pembahasan konsep fikih ini dimaksudkan
untuk menjelaskan bahwa kewajiban seseorang berlaku dalam wilayah
tanggungannya. Sedangkan pengalihan tanggungjawab dalam Aiwdlah
(pengalihan utang) hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat khusus.

Keempat. menyajikan bahasan kemungkinan seseorang bertindak atas
hak orang lain. Bahasan ini mengeksplorasi situasi-situasi yang
memungkinkan bagi orang tertentu untuk bertindak atas nama orang lain atas
nama perwalian. Pembahasan ini memberikan landasan bagi kemungkinan
kepala negara bertindak atas nama hak orang lain.

Data-data tersebut lalu diclah menjadi analisa untuk menemukan
jawaban penelitian. Pertama: menguji kedudukan kepala terhadap
keuangannegara. Kedua: menguji utang negara dalam konteks syarat rukun
utang dalam hukum Islam. Kajian ini guna menguji unsur-unsur yang telah
dipenuhi guna menjelaskan keabsahan dan tidaknya. Kefiga: menguji utang
negara dalam perspektif Tanggungan. Keempar: menguji giyas utang negara
dalam perpektif utang perserikatan dan kiwdlah.

Hasil analisa ini kemudian kita tuangkan dalam kesimpulan yang

merupakan jawaban atas persoalan yang penulis bahas dengan judul ini.

. Metode Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada analisis yuridis
mengenai status utang negara dalam hukum Islam. Memperhatikan variable-
variable utang negara yang telah berlangsung di negara Indonesia dengan
~ membandingkan syarat dan rukun utang piutang dalam hukum Islam,

1. Jenis dan Pendekatan
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research),
yaitu menganalisa dari data-data yang bersumber dari buku-buku dan
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dokumen-dukumen lainnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam
skripsi ini adalah analisis yuridis yakni penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji kesesuaian kaidah-kaidah hukum Islam dalam kebijakan hukum

positif dalam persoalan utang negara.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi
dokumen/pustaka ({library research). Melalui studi dokumen ini
diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan pola utang negara
yang diberlakukan di Indonesia dan model-model akad yang sesuai dengan
hukum Islam.

Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari
wawancara tokoh masyarakat dan ahli hukum Islam. Melalui wawancara

ini akan diperolah data-data tambahan dan wawasan pembanding.

3. Tehnik Analisa Data
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data
kualitatif, maka data-data tersebut akan dianalisa melalui analisi 1isi

(content analysis).

4. Tehnik Penulisan
Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada
“Pedoman Penyusunan Sripsi, Tesis, dan Desertasi Institut Ilmu Al Quran
(1IQ) Jakarta, tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan
~ Penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Masing-masing bab membahas
bebérapa sub bagian dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari delapan sub tema sebagai
berikut: latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan
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dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teori atau konsep, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kedudukan dan Sejarah Utang Negara. Bab ini terdiri dari
empat sub tema sebagai berikut: perkembangan istilah utang negara dan
definisinya, utang negara dalam sudut kuasa kelola keuangan negara, utang
negara dalam sejarah keuangan negara modern, dan utang negara dalam
sejarah keuangan kekhilafahan Islam.

Bab [II Utang dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Islam. Bab
ini membahas empat sub tema sebagai berikut: definisi, syarat, dan rukun
utang dalam tinjauan kitab-kitab fikih, pertanggungjawaban utang menurut
Al-Quran dan hadis, wilayah tanggungjawab menurut hukum Islam, dan
bertasharuf atas hak orang lain.

Bab IV Hukum Islam dalam Memandang Utang Negara. Bab ini
terdiri dari empat bahasan yaitu: kedudukan kepala negara atas keuangan
negara, utang negara perspektif syarat dan rukun utang, utang negara
perspektif tanggungan, dan utang negara perspektif utang perserikatan dan
hiwalah.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dua sub bahasan, yaitu: kesimpulan

dan saran-saran.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kesimpulan yang

dihasilkan adalah sebagai berikut:

I.

Utang yang dilakukan oleh negara dalam perspektif hukum Islam adalah
sah sebab negara dipandang memiliki identitas hukum (syakhsiyyah
hulmiyyah). Tindakan kepala pemerintahan untuk berhutang atas nama
negara adalah juga sah dan dipandang sebagai tindakan washiy
(pelaksana amanat) atas keuangan negara. Apabila kepala pemerintahan
menguasakan pada menteri keuangan sebagai bendahara negara untuk
berhutang, maka tindakan tersebut juga sah dan dipandang sebagai wakil
washiy (wakil pelaksana amanat).

Kewenangan kepala pemerintahan tersebut disebut dengan al-wilayah
al-muta’addiyah (kewenangan untuk bertindak atas pihak lain) sehingga
akad yang dilakukannya bukanlah agad fudhuly (akad yang dilakukan di
luar kewenangnnya untuk bertindak). Utang yang dilakukan oleh kepala
negara tidak mensyaratkan harus diketahui dan disetujui seluruh rakyat
sebab dia bertindak atas nama identitas (syakhshiyah) keuangan negara,
bukan identitas (syakhshiyah) rakyat.

" Penanggungjawab utang negara adalah keuangan negara atau

perbendaharaan hegara. Pengembaliannya diambilkan dari kas negara,
Kepala pemerintahan sebagai washiy (pelaksana amanat) berkewajiban
membayar utang tersebut dari kas negara tersebut. Jika pengembalian
tersebut belum lunas, maka kewajiban tersebut tetap berlaku pada kepala
pemerintahan sesudahnya. Sebab, syakhshiyyah hukmiyyah (identitas
hukum) keuangan negara tidak mati dengan bergantinya kepala
pemerintahan. Dengan kedudukan syakhshiyyah hukmiyyah yang
terpisah dari manusia yang mengelolanya, maka keuangan negara hanya

bisa dituntut secara perdata dan tidak bisa dipidanakan.

62
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B. Saran-Saran
Setelah melakukan penelitian, penulis menyarankan beberapa pihak
terkait dalam tema ini sebagai berikut:

1. Untuk peneliti lebih lanjut, penulis sarankan untuk mengungkapkan sisi-
sisi lain dari utang negara dan sisi-sisi lainnya dari makro ekonomi.
Misalnya, tentang riba dalam utang negara, utang negara dengan syarat-
Syarat yang memberatkan, pengalihan utang negara akibat perjanjian
politik (seperti yang diterima Indonesia dari Belanda), dan lain
sebagainya.

2. Untuk pemegang kekuasaan, penulis sarankan agar menempatkan
dirinya sebagai washiy (pelaksana amanat) yang amanah terhadap
keuangan negara sebagaimana diperuntukannya.

3. Untuk MUI, penulis usulkan fatwa terkait utang negara yvang tidak
diperuntukkan untuk hal-hal yang darurat (utang untuk pengembangan),
di mana al-Mawardi hanya membolehkan utang negara dalam hal yang
darurat.

4. Untuk para dai dan penceramah, penulis menyarankan agar
menghentikan ceramah-ceramah yang menyatakan utang negara sebagai
utang rakyat. Ucapan seperti itu tidak berdasar dalam hukum Islam.
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